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EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN 

PENCABULAN ANAK (STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN) 

*Muhammad Fiqih Hafiz1, Muhammad Nasir Sitompul2 
1(Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Medan, 

Sumatera Utara, Indonesia 

*fiqihhafiz23072002@gmail.com 

ABSTRACT 

Child molestation is a form of sexual violence that is increasingly concerning in 

Indonesia. Cases involving child molestation often have long-lasting 

psychological, physical, and social impacts on the victims. The number of child 

molestation cases in Medan City has continued to increase in recent years. This 

indicates a failure in various prevention and handling efforts made by the 

authorities. This study analyzes the extent to which the application of the law in 

child molestation cases at the Medan Police Headquarters is effective in 

reducing the number of child molestation crimes. This study is a normative- 

empirical legal study that is descriptive analysis in nature. The approaches used 

in this study include the statutory regulatory approach and the case approach. 

Secondary data were obtained through literature study techniques using data 

collection tools in the form of document studies. In addition, this study is also 

supported by field data collected through field study techniques by interviewing 

the Medan City Police Headquarters. The effectiveness of its application in the 

field often experiences obstacles. The results of the analysis show that there are 

serious efforts by the police to handle child molestation cases, but there are still 

obstacles in maximum law enforcement. These obstacles can be related to legal 

interpretation, availability of evidence, and the process of proof in court. As the 

main institution in handling child molestation cases. The effectiveness of the 

application of criminal law against perpetrators of child molestation crimes in 

Medan City, based on the role of the Medan Police, is greatly influenced by 

various factors, including limited resources, coordination between institutions, 

and social stigma that hinders case reporting. There are still challenges in the 

investigation and prosecution process, such as the difficulty of collecting 

evidence and complicated legal procedures, affecting the resolution of child 

molestation cases. 

Kejahatan pencabulan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang 

semakin memprihatinkan di Indonesia. Kasus-kasus yang melibatkan 

pencabulan anak sering kali menimbulkan dampak psikologis, fisik, dan sosial 

yang berkepanjangan bagi korban. Angka kasus pencabulan anak di Kota Medan 

terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya 

kegagalan dalam berbagai upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan 

oleh pihak berwenang. Penelitian ini menganalisis sejauh mana penerapan 

hukum dalam kasus pencabulan anak di Polrestabes Medan efektif dalam 

menekan angka kejahatan pencabulan anak. Penelitian ini merupakan studi 
hukum normatif-empiris yang bersifat deskriptif analisis. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang- 

undangan dan pendekatan kasus. Data sekunder diperoleh melalui teknik studi 
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kepustakaan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi 

dokumen. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data lapangan yang 

dikumpulkan melalui teknik studi lapangan dengan wawancara kepada pihak 

Polrestabes Kota Medan efektivitas penerapannya di lapangan sering kali 

mengalami kendala. Hasil analisis menunjukkan terdapat upaya serius dari pihak 

kepolisian untuk menangani kasus-kasus pencabulan anak, tetapi masih terdapat 

hambatan dalam penegakan hukum yang maksimal. Kendala ini bisa terkait 

dengan interpretasi hukum, ketersediaan bukti, dan proses pembuktian di 

pengadilan. Sebagai lembaga utama dalam penanganan kasus pencabulan anak. 

Efektivitas penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan pencabulan anak 

di Kota Medan, berdasarkan peran Polrestabes Medan, sangat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, 

dan stigma sosial yang menghambat pelaporan kasus. masih terdapat tantangan 

dalam proses penyelidikan dan penuntutan, seperti sulitnya mengumpulkan 

bukti serta prosedur hukum yang rumit, mempengaruhi penyelesaian kasus-

kasus pencabulan anak. 

Kata Kunci: Pelecehan Anak, Hukum Pidana, Penegakan Hukum. 

 

A. PENDAHULUAN 

Kejahatan pencabulan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang 

semakin memprihatinkan di Indonesia. Kasus-kasus yang melibatkan pencabulan anak 

sering kali menimbulkan dampak psikologis, fisik, dan sosial yang berkepanjangan bagi 

korban (Diana et al., 2024). Kota Medan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia 

yang memiliki peningkatan kasus pencabulan anak dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 

2019 jumlah kasus yang dilaporkan yaitu 45 kasus, tahun 2020 jumlah kasus yang 

dilaporkan mencapai 52 kasus, tahun 2021 jumlah kasus yang dilaporkan yaitu 60 kasus, 

tahun 2022 jumlah kasus yang dilaporkan mencapai 72 kasus, serta tahun 2023 jumlah 

kasus yang dilaporkan yaitu 80 kasus (Prakoso & Wahyudi, 2022). Hal ini menunjukkan 

bahwa angka kasus pencabulan anak terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Ini 

menunjukkan adanya kegagalan dalam berbagai upaya pencegahan dan penanganan yang 

dilakukan oleh pihak berwenang. Salah satu bentuk intervensi yang telah diterapkan oleh 

Polrestabes Medan adalah penerapan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan 

pencabulan anak. Namun, terdapat peraturan yang jelas dalam hukum nasional, 

efektivitas penerapannya di lapangan masih menjadi pertanyaan (Farhana et al., 2023). 

Menurut data dari Polrestabes Medan, kasus pencabulan anak yang terungkap 

melalui laporan masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan. 

Sebagian besar kasus pencabulan anak sering kali tidak terlaporkan karena berbagai 

faktor, seperti tekanan sosial, rasa malu, dan ketidakpastian korban serta keluarganya 

terhadap proses hukum yang akan dijalani. Selain itu, meskipun undang-undang yang 

mengatur tentang kejahatan seksual terhadap anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

https://doi.org/10.24269/ls.v8i3.10298


ISSN (P): (2580-8656) 

ISSN (E): (2580-3883) 
LEGAL STANDING 
JURNAL ILMU HUKUM 

Vol.8 No.3, Desember 2024 

https://doi.org/10.24269/ls.v8i3.10298 Muhammad Fiqih Hafiz, et al. 687 

 

 

(KUHP), sudah memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku, namun penerapan hukuman 

terhadap pelaku pencabulan anak terkadang tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang 

menginginkan hukuman lebih berat bagi pelaku kejahatan ini (Karisa, 2020). 

Dalam berbagai kasus yang ditangani oleh Polrestabes Medan, penegakan hukum 

terhadap pelaku pencabulan anak sering kali terhambat oleh beberapa faktor. Salah 

satunya adalah masalah bukti yang sulit dikumpulkan, terutama jika korban masih di 

bawah umur dan sulit memberikan kesaksian yang konsisten. Di sisi lain, 

ketidakmampuan korban dan keluarganya untuk menghadapi tekanan sosial yang timbul 

akibat publikasi kasus tersebut juga menjadi kendala. Akibatnya, proses hukum sering 

kali menjadi panjang dan rumit, yang pada akhirnya berdampak pada perasaan tidak 

adanya keadilan bagi korban (Subroto, 2022). 

Berdasarkan data lima tahun terakhir kasus pencabulan anak terus meningkat 

menjadi penting untuk menilai sejauh mana efektivitas penerapan hukum terhadap pelaku 

pencabulan anak di Kota Medan, khususnya di bawah yurisdiksi Polrestabes Medan. 

Untuk itu perlu ditinjau bagaimana penerapan undang-undang yang ada sudah diterapkan 

dengan optimal, mekanisme kerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus 

ini, serta bagaimana kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. 

Untuk itu perlu dilakukan peneletian mengidentifikasi masalah-masalah dalam penerapan 

hukum yang mungkin menjadi penghambat utama dalam pemberantasan kejahatan 

pencabulan anak. 

 

 

B. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif 

mengkaji aturan-aturan hukum terkait kejahatan pencabulan anak, sementara pendekatan 

empiris meneliti bagaimana hukum diterapkan secara faktual di masyarakat, khususnya 

di Kota Medan. Pendekatan Normatif melibatkan analisis peraturan perundang-undangan 

yang berlaku terkait kejahatan pencabulan anak, seperti UU Perlindungan Anak, KUHP, 

dan aturan lain yang relevan. Pendekatan Empiris melibatkan pengumpulan data lapangan 

untuk melihat bagaimana penerapan hukum berlangsung dalam kasus pencabulan anak, 

khususnya di Polrestabes Medan (Ali, 2013). 

Data diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan, seperti wawancara dengan 

pihak-pihak terkait (misalnya, penyidik di Polrestabes Medan, jaksa, hakim, advokat, 

korban atau keluarga korban, serta LSM yang bergerak dalam perlindungan anak). 

Sedangkan Data skunder dari hasil penelitian kepustakaan yang mencakup peraturan 

perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum, serta artikel ilmiah yang 

membahas kasus pencabulan anak dan penerapan hukum terkait. 

Teknik Pengumpulan Data Studi Dokumen, Wawancara Mendalam, Observasi dan 

Studi Kasus. Studi Dokumen: Mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, 
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dokumen resmi, dan putusan pengadilan yang terkait dengan kejahatan pencabulan anak. 

Wawancara Mendalam: Dilakukan dengan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), 

advokat, korban, serta aktivis perlindungan anak di Kota Medan untuk memperoleh data 

empiris tentang penerapan hukum dalam kasus pencabulan anak. Observasi: Mengamati 

langsung proses hukum atau tindakan penegakan hukum terkait pencabulan anak di 

Polrestabes Medan, termasuk prosedur pelaporan dan penanganan kasus. Studi Kasus: 

Mengambil beberapa kasus pencabulan anak yang ditangani oleh Polrestabes Medan 

sebagai studi kasus, untuk melihat sejauh mana efektivitas penerapan hukum di lapangan 

(Nurbani, 2013). 

Teknik analisis data analisis normatif menganalisis aturan-aturan hukum yang 

berlaku untuk menilai bagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur 

pencabulan anak diterapkan dalam proses hukum. Analisis Empiris: Mengkaji data yang 

diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi kasus, untuk melihat kesenjangan antara 

aturan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Analisis ini juga akan mengevaluasi 

faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, seperti hambatan sosial- 

budaya, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Analisis Kualitatif: Data-data lapangan 

dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan cara menyusun, mengelompokkan, dan 

menginterpretasikan data sesuai tema yang muncul dari penelitian (Marzuki, 2016). 

 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Bentuk-Bentuk Kejahatan Pencabulan Anak 

Kejahatan seksual terhadap anak, termasuk pencabulan, merupakan tindak pidana 

serius yang mengancam hak-hak dasar anak, khususnya hak atas perlindungan dari 

kekerasan dan pelecehan. Kota Medan, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, 

tidak luput dari kasus-kasus pencabulan anak yang menjadi perhatian publik dan aparat 

penegak hukum. Polrestabes Medan, sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam 

penegakan hukum di wilayahnya, memegang peran penting dalam penanganan kasus-

kasus ini. Efektivitas penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan anak di 

Kota Medan sangat dipengaruhi oleh kemampuan Polrestabes Medan dalam 

menangani, menyelidiki, dan mengajukan pelaku ke pengadilan berdasarkan undang-

undang yang berlaku (Rosadi et al., 2022). 

Kejahatan pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan 

seksual yang paling serius dan memiliki dampak jangka panjang terhadap korban. Di 

Indonesia, berbagai bentuk tindakan pencabulan terhadap anak telah diatur dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum positif di Indonesia mengakui 

beberapa bentuk kejahatan pencabulan anak, yang masing-masing memiliki definisi, 

unsur-unsur, dan sanksi hukum yang berbeda (Ridwan & Yustia, 2024). 
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Bentuk pertama dan paling umum dari kejahatan pencabulan anak adalah 

pencabulan dalam arti luas. Menurut hukum positif Indonesia, pencabulan dalam arti 

luas mencakup segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan 

yang keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya. Tindakan ini diatur dalam 

Pasal 289 KUHP dan Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Unsur-unsur penting dalam tindak 

pidana ini meliputi adanya perbuatan cabul, dilakukan dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, dan korban dipaksa melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 

cabul. Contoh tindakan yang termasuk dalam kategori ini antara lain memaksa anak 

untuk melihat konten pornografi atau meraba-raba bagian tubuh anak dengan tujuan 

seksual. 

Bentuk kedua yang dikenal dalam hukum positif Indonesia adalah persetubuhan 

dengan anak. Tindakan ini didefinisikan sebagai tindakan memasukkan alat kelamin 

ke dalam alat kelamin anak di bawah umur. Peraturan yang mengatur tentang hal ini 

dapat ditemukan dalam Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 287 KUHP jika korban 

berusia antara 12-15 tahun. Unsur-unsur penting dalam tindak pidana ini meliputi 

adanya persetubuhan, korban adalah anak di bawah umur (menurut UU Perlindungan 

Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun), dan dilakukan dengan 

sengaja. Sanksi untuk tindak pidana ini cukup berat, yaitu pidana penjara paling 

singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak 

Rp5.000.000.000,00. 

Eksploitasi seksual anak merupakan bentuk ketiga dari kejahatan pencabulan anak 

yang diakui oleh hukum positif Indonesia. Tindakan ini didefinisikan sebagai 

penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain 

antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh 

keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut. Peraturan yang mengatur 

tentang hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. Bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak meliputi prostitusi 

anak, pornografi anak, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Sanksi untuk 

tindak pidana ini adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp200.000.000,00. 

Bentuk keempat dari kejahatan pencabulan anak menurut hukum positif Indonesia 

adalah pelecehan seksual terhadap anak. Tindakan ini didefinisikan sebagai setiap 

perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan 

hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual 

dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu yang dilakukan 

terhadap anak. Peraturan yang mengatur tentang hal 

https://doi.org/10.24269/ls.v8i3.10298


ISSN (P): (2580-8656) 

ISSN (E): (2580-3883) 
LEGAL STANDING 
JURNAL ILMU HUKUM 

Vol.8 No.3, Desember 2024 

https://doi.org/10.24269/ls.v8i3.10298 Muhammad Fiqih Hafiz, et al. 690 

 

 

ini dapat ditemukan dalam Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 289-296 KUHP. 

Bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap anak meliputi pelecehan seksual verbal, 

fisik, dengan gesture, dan melalui media elektronik. Sanksi untuk tindak pidana ini 

adalah pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda 

paling banyak Rp5.000.000.000,00. 

Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pencabulan anak dapat 

diukur melalui beberapa indikator, termasuk jumlah kasus yang dilaporkan, jumlah 

kasus yang disidangkan, serta hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Berdasarkan 

data dari Polrestabes Medan, jumlah kasus pencabulan anak yang dilaporkan dari 

tahun ke tahun cenderung meningkat, mencerminkan adanya peningkatan kesadaran 

masyarakat untuk melaporkan kejahatan tersebut. Namun, data juga menunjukkan 

bahwa tidak semua kasus dapat diproses hingga tahap pengadilan, dengan berbagai 

kendala yang dihadapi selama proses penyelidikan dan penyidikan (Pandapotan et al., 

2022). 

Terjadinya kejahatan pencabulan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik 

internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya moral dan kontrol diri 

pelaku, gangguan kejiwaan atau kelainan seksual (pedofilia), serta pengaruh alkohol 

dan narkoba. Sementara faktor eksternal mencakup kurangnya pengawasan orang tua 

atau wali terhadap anak, lingkungan sosial yang tidak sehat, kemiskinan dan 

ketimpangan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum 

masyarakat, serta pengaruh negatif media dan teknologi informasi (Farhana et al., 

2023). 

Dampak kejahatan pencabulan terhadap anak sangat serius dan bersifat jangka 

panjang. Secara fisik, korban dapat mengalami cedera, risiko tertular penyakit menular 

seksual, dan pada anak perempuan, risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Secara 

psikologis, korban dapat mengalami trauma berkepanjangan, depresi dan kecemasan, 

gangguan stres pasca-trauma (PTSD), serta rendahnya harga diri dan kepercayaan diri. 

Dampak sosial meliputi stigma dan diskriminasi dari masyarakat, kesulitan dalam 

membangun hubungan sosial, serta risiko menjadi korban eksploitasi lebih lanjut. 

Dalam jangka panjang, korban dapat mengalami gangguan perkembangan psikososial, 

kesulitan dalam menjalin hubungan intim di masa dewasa, dan bahkan risiko menjadi 

pelaku kekerasan seksual di masa depan (Azizah, 2024). 

Mengingat seriusnya dampak kejahatan pencabulan anak, upaya pencegahan dan 

penanganan menjadi sangat penting. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui 

edukasi dan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan perlindungan diri kepada 

anak-anak, peningkatan pengawasan orang tua dan masyarakat terhadap lingkungan 

anak, pembatasan akses anak terhadap konten pornografi dan kekerasan, serta 

peningkatan  kesadaran  hukum  masyarakat.  Sementara  itu,  upaya  penanganan 
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meliputi penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan pencabulan anak, 

penyediaan layanan konseling dan rehabilitasi bagi korban, pemberian perlindungan 

hukum dan pendampingan bagi korban selama proses hukum, serta peningkatan 

koordinasi antar lembaga dalam penanganan kasus pencabulan anak (Pillianang, 

2020). 

Secara keseluruhan, kejahatan pencabulan terhadap anak merupakan masalah 

serius yang memerlukan perhatian dan penanganan komprehensif dari berbagai pihak. 

Hukum positif di Indonesia telah mengatur berbagai bentuk kejahatan pencabulan anak 

dengan sanksi yang cukup berat. Namun, penegakan hukum yang konsisten, upaya 

pencegahan yang efektif, serta penanganan yang tepat terhadap korban masih perlu 

ditingkatkan untuk melindungi anak-anak Indonesia dari ancaman kejahatan seksual. 

Diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, penegak hukum, lembaga 

perlindungan anak, masyarakat, dan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang 

aman dan sehat bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia (Setiawan et al., 2022). 

2. Efektivitas Penerapan Hukum dalam Penyelesaian Kasus Pencabulan 
Anak 

Kasus-kasus pencabulan anak di Kota Medan terus meningkat, dan dalam banyak 

kasus, pelaku adalah orang-orang terdekat korban, seperti keluarga, tetangga, atau 

teman. Hal ini menunjukkan bahwa pencabulan anak merupakan masalah yang 

kompleks dan memerlukan penanganan hukum yang efektif. Dengan dasar hukum 

yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta pasal-

pasal dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), penerapan sanksi pidana 

terhadap pelaku pencabulan anak diharapkan dapat memberikan efek jera dan 

melindungi anak-anak dari ancaman kejahatan seksual (Bandi et al., 2023). 

Penerapan hukum dalam penanganan kasus pencabulan anak di Kota Medan 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi penegak hukum, lingkungan sosial, 

maupun regulasi yang berlaku. Efektivitas penerapan hukum berkaitan erat dengan 

bagaimana faktor- faktor ini berinteraksi dan bekerja sama dalam proses penegakan 

hukum. Dalam hal ini, peran Polrestabes Medan sebagai aparat penegak hukum utama 

sangat krusial, namun tidak terlepas dari berbagai kendala dan tantangan (Ginting et 

al., 2019). 

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum dalam 

penyelesaian kasus pencabulan anak adalah kerangka hukum yang ada. Indonesia 

memiliki beberapa regulasi yang mengatur kejahatan pencabulan anak, termasuk 

(Saputri & Santoso, 2023): 

a. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang 

menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari 
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kekerasan dan diskriminasi, serta memperkuat sanksi terhadap pelaku kejahatan 

seksual. 

b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Kebiri Kimia, dimana 

pelaku kejahatan seksual terhadap anak bisa dikenai hukuman kebiri kimia 

sebagai hukuman tambahan. 

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang juga memuat pasal-pasal 

terkait pencabulan, khususnya Pasal 292, 293, dan 294 yang mengatur pidana bagi 

pelaku pencabulan. 

Meskipun kerangka hukum ini sudah cukup komprehensif, efektivitas 

penerapannya di lapangan sering kali mengalami kendala. Di Kota Medan, meskipun 

ada upaya serius dari pihak kepolisian untuk menangani kasus-kasus pencabulan anak, 

masih terdapat hambatan dalam penegakan hukum yang maksimal. Kendala ini bisa 

terkait dengan interpretasi hukum, ketersediaan bukti, dan proses pembuktian di 

pengadilan. Sebagai lembaga utama dalam penanganan kasus pencabulan anak, 

Polrestabes Medan memegang peran sentral dalam setiap tahap proses hukum, mulai 

dari penerimaan laporan, penyidikan, hingga penyelesaian di pengadilan. Kinerja 

Polrestabes Medan dalam menangani kasus pencabulan anak dipengaruhi oleh 

sejumlah factor (Briantoni, 2023): 

a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia: Polisi yang menangani kasus-kasus 

kejahatan seksual membutuhkan keterampilan dan pelatihan khusus, baik dalam 

hal penyidikan, interogasi, maupun perlakuan terhadap korban yang rentan. 

Namun, di Polrestabes Medan, jumlah penyidik dengan kualifikasi khusus ini 

masih terbatas, sehingga menurunkan efektivitas penanganan kasus. 

b. Sarana dan Prasarana: Efektivitas penanganan kasus pencabulan anak juga 

dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti 

laboratorium forensik, pusat rehabilitasi untuk korban, serta layanan konseling 

psikologis. Ketika fasilitas ini tidak memadai, proses penyidikan dan rehabilitasi 

korban menjadi terhambat. 

c. Tingkat Pelaporan Kasus: Sering kali kasus pencabulan anak tidak dilaporkan 

karena berbagai alasan, termasuk rasa malu, tekanan sosial, atau ketidakpercayaan 

terhadap sistem hukum. Polrestabes Medan harus proaktif dalam mendeteksi dan 

mengungkap kasus-kasus yang mungkin tersembunyi dalam masyarakat. Faktor 

lain yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum adalah peran masyarakat 

dan keluarga korban. Keluarga yang mendukung dan proaktif dalam melaporkan 

kejahatan yang menimpa anak- anak mereka dapat membantu mempercepat 

proses hukum. Namun, di Kota Medan, terdapat stigma sosial yang masih kuat 

terkait kasus pencabulan, yang sering kali membuat keluarga enggan untuk 

melapor. 

https://doi.org/10.24269/ls.v8i3.10298


ISSN (P): (2580-8656) 

ISSN (E): (2580-3883) 
LEGAL STANDING 
JURNAL ILMU HUKUM 

Vol.8 No.3, Desember 2024 

https://doi.org/10.24269/ls.v8i3.10298 Muhammad Fiqih Hafiz, et al. 693 

 

 

Selain itu, masyarakat sekitar sering kali tidak menyadari atau bahkan 

mengabaikan tanda-tanda kekerasan atau pencabulan yang terjadi di lingkungan 

mereka. Edukasi masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus pencabulan dan 

memberikan dukungan kepada korban perlu ditingkatkan. Proses pembuktian dalam 

kasus pencabulan anak sering kali menjadi kendala tersendiri. Kasus pencabulan 

biasanya tidak disaksikan oleh orang lain, dan korban yang masih anak-anak mungkin 

kesulitan memberikan keterangan yang rinci dan jelas. Kendala ini sering kali 

menghambat polisi dan jaksa dalam mengajukan bukti yang kuat di pengadilan 

(Siregar et al., 2023). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di Polrestabes Medan pada 

tahun 2024, kasus pencabulan anak di Kota Medan menunjukkan tren yang 

mengkhawatirkan selama periode lima tahun terakhir, dari 2019 hingga 2023. Analisis 

terhadap data ini mengungkapkan beberapa pola dan implikasi penting yang perlu 

mendapat perhatian serius dari berbagai pihak terkait. 
 

Gambar 1. Data kasus pencabulan anak di Polrestabes Medan 

Berdasarkan gambar di atas pada tahun 2019, tercatat 45 kasus pencabulan anak 

yang dilaporkan ke Polrestabes Medan. Dari jumlah tersebut, 30 kasus berhasil 

disidangkan, dan 28 pelaku akhirnya dihukum. Meskipun angka ini sudah cukup 

tinggi, data menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam tahun-tahun berikutnya. 

Tahun 2020 menyaksikan lonjakan kasus yang dilaporkan menjadi 52, dengan 40 

kasus disidangkan dan 35 pelaku dihukum. Tren kenaikan ini berlanjut pada tahun 

2021, di mana jumlah kasus yang dilaporkan mencapai 60, dengan 45 kasus 

disidangkan dan 40 pelaku dihukum. Peningkatan yang lebih drastis terlihat pada tahun 

2022, dengan 72 kasus dilaporkan, 55 kasus disidangkan, dan 50 pelaku dihukum. 

Tahun 2023 menandai puncak dalam periode lima tahun ini, dengan 80 kasus 

dilaporkan, 65 kasus disidangkan, dan 60 pelaku dihukum. Data ini menunjukkan  

kenaikan  yang  konsisten  dan  signifikan  dalam  jumlah  kasus 
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pencabulan anak yang dilaporkan di Kota Medan, dengan peningkatan hampir 78% 

dari tahun 2019 ke 2023. 

Meskipun peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan bisa jadi mencerminkan 

kesadaran masyarakat yang lebih tinggi untuk melaporkan kejahatan semacam ini, 

namun tetap menimbulkan keprihatinan serius tentang keamanan dan kesejahteraan 

anak-anak di Kota Medan. Selain itu, data ini juga menunjukkan adanya peningkatan 

dalam jumlah kasus yang berhasil disidangkan dan jumlah pelaku yang dihukum, yang 

bisa dilihat sebagai indikasi positif dari upaya penegakan hukum yang lebih efektif 

Dengan melihat data di atas, jelas bahwa meskipun ada upaya yang dilakukan oleh 

Polrestabes Medan, masih banyak yang perlu diperbaiki dalam penerapan hukum 

pidana terhadap kejahatan pencabulan anak. Penegakan hukum yang konsisten dan 

komprehensif, bersama dengan upaya pencegahan yang melibatkan seluruh lapisan 

masyarakat, adalah kunci untuk mengurangi angka kejahatan ini di masa mendatang. 

Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan kasus yang dilaporkan setiap 

tahunnya. Meski demikian, tidak semua kasus yang dilaporkan dapat diproses hingga 

pengadilan, yang menandakan adanya hambatan-hambatan dalam proses penegakan 

hukum. 

Polrestabes Medan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan 

efektivitas penerapan hukum terhadap pelaku pencabulan anak. Beberapa langkah 

yang diambil oleh Polrestabes Medan antara lain: 

a. Operasi Khusus dan Penguatan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) 

Polrestabes Medan melakukan operasi khusus untuk menangani kasus-kasus 

pencabulan anak. Satreskrim juga diperkuat dengan pelatihan khusus terkait 

penanganan kejahatan seksual terhadap anak. 

b. Peningkatan Kerja Sama dengan Lembaga Perlindungan Anak 

Polrestabes Medan bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI) dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) untuk memberikan 

pendampingan bagi korban pencabulan anak, serta membantu dalam proses 

penyelidikan dan pengumpulan bukti. 

c. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat 

Edukasi kepada masyarakat terkait bahaya pencabulan anak dan pentingnya 

melaporkan kasus kekerasan seksual dilakukan secara rutin oleh Polrestabes 

Medan melalui berbagai program sosialisasi. Polrestabes Medan juga 

menggencarkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai 

pentingnya perlindungan anak dan bagaimana melaporkan tindak kejahatan. 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan hukum pidana terhadap 
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pelaku kejahatan pencabulan anak, diperlukan juga pelatihan yang lebih baik 

bagi aparat penegak hukum (Ramdani & Setiawan, 2023). 

d. Pendampingan Psikologis 

Pengetahuan yang mendalam tentang psikologi anak dan teknik wawancara 

yang tepat dapat membantu dalam proses penyidikan dan pengumpulan bukti. 

Selain itu, dukungan psikologis bagi korban juga harus menjadi bagian integral 

dari penanganan kasus pencabulan anak, untuk memastikan bahwa mereka 

mendapatkan pemulihan yang diperlukan setelah mengalami trauma. 

Polrestabes Medan telah berupaya meningkatkan keterampilan penyidik dalam 

melakukan wawancara dan interogasi terhadap anak-anak, namun proses ini tetap 

memiliki tantangan. Penegak hukum harus berkolaborasi dengan psikolog anak dan 

pakar lainnya untuk memastikan bahwa keterangan korban dapat diterima di 

pengadilan tanpa menyebabkan trauma lebih lanjut pada korban. 

Permasalahan dalam mendapatkan bukti forensik yang memadai sering kali 

menjadi hambatan dalam proses pembuktian. Di Kota Medan, keterbatasan akses 

terhadap laboratorium forensik dan kurangnya tenaga ahli menjadi salah satu kendala 

utama. Efektivitas penerapan hukum dalam kasus pencabulan anak tidak hanya 

bergantung pada kinerja Polrestabes Medan, tetapi juga pada koordinasi yang baik 

antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Setiap lembaga memiliki peran penting 

dalam memastikan bahwa kasus dapat diselesaikan secara adil dan tepat waktu (Yusuf 

et al., 2023). 

Pelaksanaan tugas penegakan hukum, sangat bergantung pada keterlibatan dan 

aksi dari institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan 

lembaga permasyarakatan Setelah proses penyidikan selesai, berkas perkara harus 

diserahkan kepada kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Proses ini sering kali memakan 

waktu lama jika koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan tidak berjalan dengan baik. 

Terdapat norma-norma sosial dan budaya di Kota Medan yang mempengaruhi 

bagaimana kasus pencabulan anak dipandang dan ditangani. Dalam beberapa kasus, 

pelaku pencabulan mungkin dilindungi oleh komunitas atau bahkan keluarga, yang 

menganggap pencabulan sebagai aib keluarga yang harus disembunyikan. Faktor ini 

bisa menghambat proses penegakan hukum, karena saksi dan korban enggan 

memberikan keterangan yang benar kepada pihak berwenang. 

 

 

D. SIMPULAN 

Efektivitas penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan pencabulan anak di 

Kota Medan, berdasarkan peran Polrestabes Medan, sangat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, termasuk keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan stigma sosial 
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yang menghambat pelaporan kasus. Meskipun sudah ada kerangka hukum yang kuat 

seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan hukum pidana, tantangan dalam proses 

penyelidikan dan penuntutan, seperti sulitnya mengumpulkan bukti serta prosedur hukum 

yang rumit, mempengaruhi penyelesaian kasus-kasus pencabulan anak. Perlindungan 

hukum terhadap anak korban pencabulan juga membutuhkan pendekatan yang holistik, 

termasuk pendampingan psikologis, konseling, serta rehabilitasi bagi korban, agar 

mereka dapat pulih dari trauma dan mendapatkan keadilan yang layak. 
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